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ABSTRAK : Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui perannan Rumah Tahanan 

Negara terhadap pembinaan anak pidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB 

Pangkajene, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara 

kelas IIB Pangkajenen dalam sistem pembinaan anak pidana. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 43 orang, 40 Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 

Pangkajene dan 3 orang anak pidana, Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel dilakukan secara 

selektif, sesuai dengan kebutuhan dalam populasi yang ada. Sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 9 orang, 6 orang pegawai yang  dianggap mempunyai peran secara 

langsung terhadap pembinaan anak pidana dan 3 orang Anak Pidana. Penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa 1) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap 

Pembinaan Anak Pidana sudah berperan ditandai dengan terlaksananya pembinaan 

kepribadian dan kemandirian terhadap anak pidana, meskipun proses belajar mengajar 

formal belum terlaksana dikarenakan jumlah anak pidana untuk kejar paket tidak 

memenuhi jumlah batas minimal kelas yang telah ditetapkan yaitu 20 orang sehingga 

untuk sementara belum ditindak lanjuti 2) Hambatan yang hadapi Rumah Tahanan 

Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana adalah (1) Kurang 

pahamnya pegawai Rutan terhadap peranan Rumah Tahanan dalam melakukan 

pembinaan terhadap anak pidana, (2) Terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas di 

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene secara umum, dan pembinaan anak 

pidana secara khusus, (3) Keterbatasan fasilitas yang tersedia. 

 

Kata Kunci : Rumah Tahanan, Pembinaan Anak Pidana 
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ABSTRACT: this research aims to determine the role of the State Prison coaching 

criminal children in State Prison Pangkajene IIB class, and to investigate the barriers 

faced State Prison Pangkajenen class IIB in guidance systems of criminal child. The 

population in this study amounted to 43 people, 40 Employees State Prison Class IIB 

and 3 children Pangkajene criminal, Sampling technique in this research is using 

purposive sampling the sampling is done selectively, in accordance with the needs of 

the existing population. The sample in this study as many as nine people, six 

employees are deemed to have a direct role to the development of children and 3 

Children penal Code. This study concluded that 1) State Prison Class II B Pangkajene 

Against Development of Children Criminal been instrumental marked by the 

implementation of personality development and independence of children a crime, 

although the learning process has not formally implemented because the number of 

children a criminal to pursue a package does not meet the minimum limit class that has 

been set as 20 people so for a while yet followed up 2) Barriers faced State Prison 

class II B Pangkajene against development of children crime is (1) Less pahamnya 

employees Rutan on the role of the House of Detention in fostering the child a 

criminal, (2 ) the limited number of employees who served in State Prison Class IIB 

Pangkajene in general, and in particular criminal child development, (3) Lack of 

facilities available 

 

Keywords : House of Detention , the Child Guidance Criminal 
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PENDAHULUAN 

Lembaga Permasyarakatan sebagai sub 

sistem yang paling akhir yang langsung 

berhadapan dengan narapidana untuk 

melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi 

yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir 

dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga 

Permasyarakatan diharapkan mampu 

merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan 

Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. 

Rumah Tahanan Negara juga memiliki 

fungsi strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

hasil akhir pelaksanaan pembinaan anak pidana. 

Apabila seorang anak pidana menjadi anggota 

masyarakat yang taat pada hukum atau menjadi 

anak sebagimana mestinya maka dapat 

disimpulkan bahwa Rumah Tahananan berhasil 

menjalankan fungisnya begitupun sebaliknya.. 

Dengan berlakunya Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur 

dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak.  Dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan Bab I ketentuan 

umum Pasal 1, menyebutkan bahwa pengertian 

pemasyarakatan ialah “kegiatan untuk 

melakukan pembinaan pemasyarakatan 

berdasarkan sistem kelembagaan dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari 

sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana”. 

Adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu 

tatanan mengenai arah dan batas serta cara 

pembinaan warga binaan masyarakat agar 

menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri 

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat dan dapat berperan aktif kembali 

dalam pembangunan dan hidup secara wajar 

sebagai warga Negara yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Tugas Rumah Tahanan sebagai tempat 

untuk melakukan perbaikan kepada tahanan 

selain itu Rutan tertentu dapat berfungsi untuk  

membina para pelaku tindak pidana yang 

dilakukan oleh Narapidana. Namun kadang 

dijumpai hasil anak pidana yang telah menjalani 

masa pidananya, kerap kali mendapatkan 

perlakuan yang kurang menyenangkan dari 

masyarakat khususnya teman-teman sebayanya, 

menyebabkan anak pidana menjadi malu dan 

kehilangan kepercayaan dirinya bahwa masa 

depannya masih panjang. Dalam hal ini lembaga 

pemasyarakatan sangat menentukan berhasil 

tidaknya mendidik narapidana anak sebagai 

anak yang taat akan hukum kelak setelah berada 

dalam masyarakat. 

Sebagaimana dari hasil observasi adanya 

luaran narapidana anak yang tidak dapat 

kembali kepada masyarakat sebagaimana 

mestinya, berdasarkan hasil wawancara orang 

tua salah seorang luaran narapidana anak yang 

bernama Sipe, yang memberikan keterangan 

bahwa anaknya yang bernama Supriadi setelah 

menjalani pidanya di lembaga pemasyarakatan 

menjadi cangguh bermasyarkat, malu kepada 

teman-teman sebayanya, dan menyebabkan 

anak menjadi tidak ingin melanjutkan 

sekolahnya hal tersebut membuat orang tua 

menjadi khawatir terhadap anaknya yang tidak 

lagi sepaerti anak yang lainnya. Anak yang 

dulunya selalu aktif membantu orang tua, 

mudah bermasyarakat, dan sangat riang namun 

hal tersebut tidak terlihat lagi oleh anak setelah 

menjalani pidanya. 

Berdasarkan data di atas menjadi alasan 

kepada penenliti untuk mengadakan penelitian 

di daerah tersebut, agar mengetahui seberapa 

besar peran lembaga pemasyarakatan dan 

mengetahui kendala apa saja yang 

mempengaruhi lembaga pemasyarakatan dalam 

melakukan pembinaan. Sehingga peneliti 

mengangkat sebuah judul yaitu : ”Peranan 

Rumah Tahanan Negara  Kelas II B 

Pangkajene  dalam Pembinaan Anak 

Pidana”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Tentang 

Perlindungan Anak 

a) Defenisi Anak 

Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam 
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kandungan.” Anak adalah keturunan 

kedua. Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 tahun dan belum 

menikah. Anak adalah generasi penerus 

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi yang dipersiapkan sebagai 

subjek pelaksana pembangunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali 

masa depan suatu negara , tidak 

terkecuali Indonesia. 

b) Hak dan Kewajiban Anak 

Hak anak dalam undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak merumuskan : 

1. Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi 

2. Setiap anak berhak atas suatu nama 

sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan  

3. Setiap anak berhak untuk beribadah 

sesuai dengan agamanya, berpikir 

dan berespresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua 

4. Setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

5. Dalam hal karena suatu sebab orang 

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

serta kembang anak, atau anak dalam 

keadaan terkantar, maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat 

sebagai anak asuh atau anak angkat 

oleh orang lainsesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

6. Setiap anak berhak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan 

dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan 

social 

7. Setiap anak berhak untuk 

memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka 

pengenbangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasanya sesuai dengan 

minat dan bakat 

8. Khusus bagi anak-anak yang 

menyandang cacat, dia juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa.  

Sedangkan untuk anak-anak yang 

memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. 

9. Setiap anak berhak menyatakan dan 

didengar pendapatannya, menerima, 

mencari dan memberikan informasi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan 

dan usianya demi pengembangan 

dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan. 

10. Setiap anak berhak untuk 

beristirhatat dan mendapatkan waktu 

luang, bergaul dengan anak sebaya, 

bermain, berkreasi dan berkreasi 

sesuai minta, bakat dan tingkat 

kecerdasannya dengan 

pengembangan diriSetiap anak yang 

menyandang cacat berhak 

memperoleh reh 

11. abilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan 

social 

12. Setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali atau 

pihak lain mana pun  berhak atas 

pengasuhan, berhak mendapat 

berlindungan dari perlakuan 

diskriminasi, eksploitasi  ( baik 

ekonomi maupun seksual). 

Penelantaran, kekejaman, kekerasaan 

kekejaman , kekerasan penganiyaan, 

ketidak adilan dan perlakuan salah 

lainnya. 

13. Setiap nak berhak untuk diasuh oleh 

orang tuanya sendiri kecuali jika ada 

alasan dan atau aturan hukum yang 

sah menunjukkan bahwa pemisahan 
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itu adalah demi kepentingan yang 

terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. 

14. Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik, perlibatan 

dalam sengketa bersenajata, 

perlibatan alam kerusuhan sosial, 

perlibatan dalam peristiwa yang 

mengandung unsur kekerasan serta 

perlibatan dalam peperangan. 

15. Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sarana 

penganiayaan, penyiksaan atau 

penjatuhan hukum yang tidak 

manusiawi. 

16. Setiap anak berhak untuk 

memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum 

17. Penangkapan, penahanan atau tindak 

pidana penjara anak hanya dilakukan 

apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dilakukan sebagai 

upaya terakhir 

18. Setiap anak yang dirampas 

kebebasannya berhak mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari 

orang dewasa, memperoleh bantuan 

hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku, dan membela 

diri dan memeproleh keadilan di 

depan pengadilan anak yang objektif 

dan tidak memihak dalam siding 

tertutup untuk umum. 

19. Setiap anak yang menjadi korban 

atau pelaku kekerasan seksual yang 

berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan. 

20. Setiap anak yang menjadi korban 

atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan 

banyuan lainnya. 

 

Kewajiban adalah sesuatu yang 

harus dilakukan. kebanyakan hak akan 

muncul apabila sudah melakukan 

kewajiban terlebih dahulu 

1. Menghormati orang tua, wali dan 

guru 

2. Mencintai keluarga, masyarakat 

dan menyayangi temannya 

3. Mencintai tanah air, bangsa dan 

Negara 

4. Menunaikan ibadah sesuai 

dengan ajaran agamanya 

Melaksanakan etika dan akhlak 

mulia 

 

c) Hak dan Kewajiban Anak 

Pidana 

Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut 

: 

1. Hak untuk melakukan ibadah 

sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya. 

2. Hak mendapat perawatan, baik 

perawatan rohani maupun 

jasmani. 

3. Hak mendapat pendidikan dan 

pengajaran. 

4. Hak mendapat pelayanan 

kesehatan dan makanan yang 

layak. 

5. Hak menyampaikan keluhan. 

6. Hak mendapatkan bahan bacaan 

dan mengikuti siaran media 

massa lain yang tidak dilarang. 

7. Hak menerima kunjungan 

kelurga, penasehat hukum, atau 

orang tertentu lainnya. 

8. Hak mendapatkan pengurangan 

masa pidana (remisi). 

9. Hak mendapatkan kesempatan 

berasimilasi termasuk cuti  

mengunjungi keluarga 

10.  Hak mendapatkan pembebasan 
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11. Hak mendapatkan cuti menjelang 

bebas. 

12. Hak mendapatkan hak-hak lain 

sesuai peraturan dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

 

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan, Anak Pidana 

wajib mengikuti secara tertib program 

pembinaan dan kegiatan tertentu. 

Ketentuan mengenai program 

pembinaan Anak Pidana diatur lebih 

lanjut oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 

23 ayat (2) Undang-Undang 

Pemasyarakatan. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga 

Pemasyarakatan 

a. Rumah Tahanan Negara 

Penempatan Narapidana di dalam 

rumah tahanan dilaksanakan sama persis 

dengan yang ada di dalam Rumah 

Tahanan/Lembaga pemasyarakatan 

seperti yang ada dalam Undang-undang 

No.12 Tahun 1995. Pelaksanaan 

pembinaan narapidana di dalam rumah 

tahanan sebenarnya tidak ada dalam 

peraturan. Namun karena alasan over 

capacity di dalam Rumah 

Tahanan/Lembaga pemasyarakatan, hal 

ini dapat dijalankan di dalam rumah 

tahanan. Sehingga petugas mempunyai 

fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan 

membina narapidana dan lingkungan 

yang sama, yaitu rumah tahanan. 

Berdasarkan Keputusan Mentri 

Kehakiman Republik Indonesia nomor: 

M.02-PK,04.10 Tahun 1990 tentang 

pola pembinaan Narapidana/Tahanan 

menegaskan bahwa: 

Rumah Tahanan Negara adalah unit 

pelaksana teknis tempat tersangka atau 

terdakwa ditahan selama proses 

penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di siding pengadilan. 

 Rumah Tahanan Negara adalah 

unit pelaksana teknis tempat tersangka 

atau terdakwa ditahan selama proses 

penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di siding pengadilan. 

Rutan dibentuk oleh Menteri 

ditiap kabupaten dan kota madya yang 

juga berperan sebagai pelaksana asas 

pengayoman yang merupakan tempat 

untuk mencapai tujuan pemasyarakatan 

melalui pendidikan, rehabilitasi, dan 

reintegrasi. Sejalan dengan itu kepala 

direktorat jenderal pemasyarakatan yang 

menulis bahwa.
1
 

 

Pada prinsipnya tidak ada lagi 

penjara kerena perkembangan Rutan dari 

sistem pemasyarakatan, apa yang 

sekarang ini disebut dengan Lembaga 

Pemasyarkatan sebenarnya adalah suatu 

lembaga yang dahulunya dikenal sebagai 

rumah penjara , yakni tempat dimana 

orang-orang yang telah dijatuhi dengan 

pidana-pidana tertentu oleh hakim itu 

harus menjalankan pidana mereka. 

Dirubahnya sistem kepenjaraan 

menjadi lembaga pemasyarakatan sedikit 

banyak memberikan dampak positif bagi 

anak-anak. Anak-anak yang dimasukkan 

ke dalam Lembaga Pemasyarakatan 

tentunya tidak akan mengalami siksaan 

badan seperti halnya yang diberikan 

pada sistem penjara. Dengan adanya hal 

tersebut paling tidak mental dan fisik 

anak menjadi sedikit terlindungi. 

b. Dasar Hukum Lembaga 

Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan 

mempunyai dasar hukum sebagai 

berikut : 

1) Pancasila 

2) UUD 1945 

                                                           
1
 Romli Atmasasmita. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan 

hukum Di Indonesia. (Bandung : Alumni. 1975). Hlm. 59.   
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3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan 

4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Peradilan Pidana Anak 

5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Pengadilan Anak 

6) Peraturan pemerintah RI Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan  

7) Peraturan pemerintah RI Nomor 32 

Tahun 1999 Tentang syarat  dan Tata 

cara Pelaksanaan Hak  Warga 

Binaan Kemasyarat 

8) Keputusan Mentri Kehaman RI 

Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998 

Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, 

kewajiban, dan syarat-syarat 

Pembimbingan Kemasyarakatan 

9) Petunjuk Pelaksanaan Mentri 

Kehakiman RI Nomor E.39-

PR.05.03 Tahun 1987 Tentang 

Bimbingan Klien Pemasyarakatan 

10) Petunjuk Teknis Mentri Kehakiman 

RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 

1987 Tentang Bimbingan Klien 

Pemasyarakatan 

c. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Lembaga Pemasyarakatan 

1) Kedudukan Lembaga 

Pemasyarakatn 

 Lembaga Pemasyarakatan Untuk 

selanjutnya dalam Keputusan ini disebut 

LAPAS adalah unit pelaksana tehnis 

dibidang Pemasyarakatan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman 

 LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala.2 

Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) adalah unit pelaksana teknis di 

bidang pembinaan narapidana. Lembaga 

pemasyarakatan berada di bawah dan 

                                                           
2
 Pasal 1 ayat (1) ayat (2) Peraturan Mentri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

05.01.01. Tahun 2011Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Lembaga Pemasyrakatan 

bertanggungjawab langsung kepada 

kantor wilayah Depertemen Hukum dan 

HAM 

2) Tugas Lembaga Pemasyarakatan 

LAPAS mempunyai tugas 

melaksanakan pemasyrakatan 

narapidana/ anak didik.
3
 Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas 

memberikan bimbingan kemasyarakatan 

dan pelayanan masyarakat, bimbingan 

klien pemasyarakatan sesuai perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 

pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi: 

a. melakukan pembinaan 

narapidana/anak didik; 

b. memberikan bimbingan, 

mempersiapkan sarana dan 

mengelola hasil kerja; 

c.  melakukan bimbingan 

sosial/kerokhaniaan 

narapidana/anak didik; 

d.  melakukan pemeliharaan 

keamanan dan tata tertib 

LAPAS; 

 melakukan urusan tata usaha 

dan rumah tangga. 

 d. Lembaga Pemasyarakatan Anak 

a. Pengertian Lembaga 

Pemasyarakatan Anak 

Lembaga pemasyaraatan anak adalah 

tempat untuk melakukan pembinaan 

narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan.
4
 

Dari pengertian di atas, 

terlihat adanya perbedaan penamaan 

antara narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan, walaupun secara 

                                                           
3
 Pasal 2  Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01. 

Tahun 2011Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga 

Pemasyrakatan 
4
 Nashriana. 2012,Perlindungan Hukum Pidana Bagi 

Anak Di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo 

persada).Hlm 158 
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hakikat mempunyai kesamaan yaitu 

orang yang menghuni LAPAS 

berdasarakan putusan pengadilan. 

Perbedaan penamaan ini tidak 

dijelaskan oleh undang-undang, 

namun dapat diperhatikan bahwa 

penamaan “anak didik 

pemasyarakatan” bukan “narapidana 

anak” karena dipengaruhi oleh gaya 

bahasa. Dengan menggunakan istilah 

anak didik pemasyarakatan tersebut 

merupakan ungkapan halus untuk 

menggantikan istilah narapidana 

anak yang dirasakan menyinggung 

perasaan dan mensugestikan sesuatu 

yang tidak mengenakkan bagi anak. 

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Anak 

Lembaga pemasyarakatan anak 

mempunyai fungsi untuk membina anak didik 

pemasyarakatan berdasarkan dengan ketentuan 

undang-undang yang mengaturnya. Serta fungsi 

lembaga pemasyarakatan anak untuk 

melindungi hak-hak anak didik pemasyarakatan, 

sehingga adanya pemisahan atara lembaga 

pemasyarakatan dewasa dengan lembaga 

pemasyarakatan anak. Hal tersebut dibuktikan 

bahwa tidak adanya lagi penggabungan antara 

anak didik pemasyarakatan dengan narapidana 

dewasa, sehingga anak didik pemasyarakatan 

merasa aman berada di lembaga 

pemasyarakatan sehingga mudah untuk 

memberikan berbagaimacam binaan dan 

pendidikan terhadap anak didik 

pemasyarakatan. 

3. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan 

Narapidana Anak. 

a. Pengertian pembinaan 

Pembinaan adalah kegiatan 

untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan 

rohani Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan 

 b. Tujuan, Fungsi dan Manfaat 

Pembinaan 

Tujuan pembinaan dalam 

narapidana anak berupa penyerapan 

unsur-unsur baru yang diperoleh melalui 

penambahan pengetahuan, keterampilan 

dan menerapkannya dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. 

Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan 

pada peningkatan kualitas seseorang 

dalam pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Tujuan pembinaan pada dasarnya 

untuk menghasilkan masyarakat yang 

kreatif dalam arti bertambah dalam 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

motivasinya dan mengaplikasikannya 

kedalam kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat. Hal tersebut memungkinkan 

terlaksananya rencana kegiatan yang 

telah diprogramkan, sehingga terwujud 

masyarakat yang aktif dan dinamis. 

Adapun fungsi pembinaan  

diantaranya: 

a. Penyampaian informasi dan 

pengetahuan. 

b. Perubahan dan pengembangan 

sikap 

c. Latihan dan pengembangan sikap. 

Adapun  manfaat dari pembinaan 

anak pidana, diharapkan mampu 

memperoleh manfaat dari pembinaan 

yang diadakan diantaranya: 

a) Melihat diri dan melaksanakan hidup 

dan kerjanya. 

b) Menganalisa situasi hidup dan kerjanya 

dari segala aspek segi positif dan 

negatifnya. 

c) Mengemukakan masalah hidup dan 

masalah dalam kerjanya. 

d) Menemukan hal atau bidang hidup dan 

kerja yang sebaiknya diubah dan 

diperbaiki. 

e) Merencanakan sasaran program hidup 

dan kerjanya 

c. Pembinaan Anak 
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Sistem pemasyarakatan 

diselenggarakan dalam rangka membentuk 

Warga BinaanPemasyarakatan agar menjadi 

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab 

METODE PENELITIAN 

A. Variabel  Penelitian dan Desain 

Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik 

tolak perhatian dalam suatu penelitian , 

sehingga merupakan indikator yang 

terpenting dalam hal keberhasilan suatu  

penelitian. Variabel yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah peranan Rumah 

Tahanan Negara dalam pembinaan anak 

pidana. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebagai 

pandangan atau model atau pola pikir 

yang menjabarkan berbagai variabel 

yang akan diteliti, kemudian membuat 

hubungan antar satu variabel dengan 

variabel lain. Sehingga akan mudah 

dirumuskan masalah penelitiannya, 

pemilhan teori yang relavan, rumusan 

hipotesis yang digunakan, serta 

kesimpulan yang diharapkan. 

Adapun desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif  kualitatif yaitu mencoba 

menggambarkan bagaimana perananan 

Rumah Tahanan Negara kelas II B 

Pangkajene dan Kepulauan terhadap 

anak didik pemasyarakatan. Metode 

kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, tertulis 

ataupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel yang 

dapat didefinisikan secara operasional 

adalah “perananan rumah tahanan negara 

kelas II B Pangkajene terhadap pembinaan 

anak pidana”. 

Untuk menghindari kesalah pahaman 

terhadap istilah-istilah yang di gunakan 

dalam penelitian, maka berikut akan di 

jelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-

istilah tersebut, diantaranya:   

1. Yang di maksud peranann rumah 

tahanan negara adalah proses 

pembinaan anak pidana yang 

dilakukan di rumah tahanan negara 

kelas IIB Pagkajene, apakah sudah 

berperan, belum berperan atau tidak 

berperan. 

2.  Yang di maksud pembinaan adalah 

pembinaan kepribadian dan 

pembinaan kemandirian 

3. Yang di maksud anak pidana  adalah 

anak yang berdasarkan putusan 

pengadilan menjalani pidana paling 

lama sampai berumur 18 tahun. 

C.  Populasi dan Sampel 

Dalam suatu penelitian, populasi 

merupakan hal yang sangat penting dan 

mutlak sebagai sumber informasi untuk 

memperoleh data guna menjawab 

permasalahan penelitian. “Populasi adalah 

keseluruhan sumber data yang menjadi 

obyek penelitian, meliputi benda, orang 

atau kejadian/hal yang terjadi”.
5
  

Populasi merupakan objek suatu 

penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

data dan informasi yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh pegawai Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Kelas IIB Pangkajene 

dan Kepulauan yang berjumlah 40 orang 

dan seluruh Anak pidana yang berjumlah 

3 orang.  

                                                           
5
. Ine I Amirman Yousda. 1993.  Penelitian dan Statistik, 

Jakarta : Bumi Aksara.  Hlm. 134 
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Tehnik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

purposive sampling yakni penentuan 

sampel dilakukan secara selektif, sesuai 

dengan kebutuhan dalam populasi yang 

ada sampel dalam penelitian ini sebanyak 

9 orang. 6 orang Pegawai yang  dianggap 

mempunyai peran secara langsung 

terhadap pembinaan anak pidana dan 3 

orang Anak pidana. 

D.   Teknik Pengumpulan Data 

Guna memudahkan pengumpulan 

data yang sesuai dengan data yang 

diinginkan, maka biasanya dalam 

penelitian perlu menggunakan berbagai 

macam teknik pengumpulan data. Oleh 

karena itu pada penelitian ini digunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara yaitu cara yang 

ditempuh untuk mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara tanya 

jawab antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh 

gambaran tentang peran Rutan 

terhadap pembinaan anak. 

2. Teknik Dokumentasi yaitu untuk 

melengkapi data yang diperoleh 

melalui teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan pencatatan 

dokumen yang berkenaan dengan 

peranan lembaga pemasyarakatan 

terhadap pembinaan anak didik 

pemasyarakatan. 

E. Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini teknik analisis 

yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dimana data yang digunakan diolah 

dengan analisis presentasi, dimana langkah awal 

analisis data informasi dari responden yang 

didapatkan dengan melakukan wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban 

yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada 

akhirnya akan nampak gambaran hasil 

penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas II 

B Pangkajene Terhadap Pembinaan  

Anak Pidana. 

a. Pembinaan Kepribadian 

 Pembinaan kepribadian merupakan 

pembinaan yang dilakukan oleh petugas 

untuk memberikan bekal setiap pribadi anak. 

Setiap Anak Pidana diberikan pendidikan 

dan bimbingan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya sebagai upaya untuk 

menanamkan nilai-nilai keagaman dan 

meningkatkan kesadaran beragama dalam 

diri anak pidana 

b. Pembinaan Kemandirian 

 Pembinaan kemandirian merupakan 

pembinaan yang dilakukan Rutan Pangkajene 

dalam memberikan bekal mandiri kepada 

Warga Binaan Pemasyarakatan di kemudian 

hari. 

1. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan dan 

pendidikan bagi anak pidana serta 

sebagai salah satu bentuk upaya untuk 

ikut mensukseskan program wajib 

belajar 9 (sembilan) tahun. Bentuk 

kegiatan kejar paket meiputi : 

Kejar Paket A  : setara denga 

Sekolah Dasar (SD) 

Kejar Paket B : setara dengan sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

Kejar Paket C : setara dengan sekolah 

Menengah Atas (SMA) 

Saat ini tidak ada kegiatan belajar 

mengajar yang terlaksana untuk Anak 

Pidana, di Rumah Tahanan Negara Kelas II 

B Pangkajene sebagaimana dari hasil 

wawancara terhadap pegawai Rutan 

Pangkajene sebagai berikut : 

Dari hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan mengenai belajar mengajar 

yang tidak terlaksana bertentangan dengan 

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 

Tahun 1995 Tentag Pemasyarakatan Pasal 

22 ayat (1) huruf c yaitu Mendapatkan 



86 
 

Pendidikan dan Pengajaran. Selain itu 

dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 

1999 Tentang Syarat Dan Tata Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 

11 ayat (2) Apabila Narapidana atau Anak 

Didik Pemasyarakatan membutuhkan 

pendidikan dan pengajara lebih lanjut yang 

tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat 

dilaksanakan di luar LAPAS.. Peranan 

Rutan terhadap pembinaan anak pidana 

dalam hal kegiatan belajar mengajar tidak 

berperan ditandai dengan hasil wawancara 

tidak adanya kegiatan belajar mengajar 

sama sekali yang sudah terlaksana. 

2. Pembinaan Keterampilan 

Pembinaan keterampilan yang 

diberikan kepada anak pidana di Rutan 

Pangkajene merupakan pembinaan 

membuat kerajinan tangan dari bahan 

sederhana namun bermanfaat besar. 

Pembinaan keterampilan yang diberikan 

diantaraya membuat asbak, membuat 

bingkai dari koran, membuat tempat map, 

fot bunga serta membuat lemari sederhana 

yang ditempati pakaian masing-masing. 

Dari hasil wawancara tentang 

pemberian pembinaan keterampilan kepada 

anak pidana sudah berperan walaupun 

pembinaanya masih sangat sederhana, 

namun semua anak pidana yang 

diwawancarai mengaku sangat senang 

dengan adanya pembinaan keterampilan 

tersebut selain menambah pengetahuan juga 

menghilagkan kebosanan berada didalam 

Rumah Tahanan. 

3. Pembinaan Olahraga 

Pembinaan olahraga merupakan 

pembinaan yang dilakukan Rutan 

Pangkajene berupa : 

a. Senam pagi bersama yang diikuti oleh 

semua Warga Binaan Pemasyarakatan 

dan pegawai Rumah Tahanan Negara 

Pangkajene. 

b. Olahraga permainan seperti: futsal, 

bola voli, tenis meja dan sepak takraw 

c. Perayaan Tujuh Belas Agustus 

Dari analisis data diatas dapat 

disimpulkan bahwa Rutan Kelas IIB 

Pangkajene terhadap pembinaan anak 

pidana sudah berperan ditandai dengan 

terlaksananya pembinaan kepribadian dan 

kemandirian terhadap anak pidana, 

meskipun proses belajar mengajar formal 

belum terlaksana dikarenakan jumlah anak 

pidana untuk kejar paket tidak memenuhi 

jumlah batas minimal kelas yang telah 

ditetapkan yaitu 20 orang sehingga untuk 

sementara belum ditindak lanjuti.  

2. Hambatan yang dihadapi Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene 

Terhada 

I. Kurang pahamnya pegawai Rutan 

terhadap peran Rumah Tahanan 

dalam melakukan pembinaan 

terhadap anak pidana 

II. Terbatasnya jumlah pegawai yang 

bertugas di Rumah Tahanan Negara 

Pangkajene Kelas II B Pangkajene. 

III. Keterbatasan fasilitas yang tersedia 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis mengenai Peran Rumah 

Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene 

Terhadap Pembinaan Anak Pidana 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas 

maka dapat disimpulakan bahwa: 

1. Perananan Rumah Tahanan Negara 

Kelas II B Pangkajene Terhadap 

Pembinaan Anak Pidana sudah 

berperan ditandai dengan 

terlaksananya pembinaan 

kepribadian dan kemandirian 

terhadap anak pidana, meskipun 

proses belajar mengajar formal 

belum terlaksana dikarenakan jumlah 

anak pidana untuk kejar paket tidak 

memenuhi jumlah batas minimal 

kelas yang telah ditetapkan yaitu 20 

orang sehingga untuk sementara 

belum ditindak lanjuti.  
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2. Hambatan/kendala yang dihadapi 

Rumah Tahanan Negara Kelas II B 

Pangkajene Terhadap Pembinaan 

Anak Pidana adalah (1) Kurang 

pahamnya pegawai Rutan terhadap 

peran Rumah Tahanan dalam 

melakukan pembinaan terhada anak 

pidana, (2) Terbatasnya jumlah 

pegawai yang bertugas di Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIB 

Pangkajene secara umum, dan 

pembinaan anak pidana secara 

khusus, (3) Keterbatasan fasilitas 

yang tersedia. 

SARAN  

Berdasarkan kesimpulan tersebut 

di atas, maka diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya pengoptimalan Peran 

Rumah Tahanan Negara Kelas 

IIB Pangkajene terhadap 

Pembinaan Anak Pidana 

khususnya dalam pemberian 

pendidikan belajar mengajar 

formal atau kejar paket sesuai 

dengan undang-undang yang 

mengatur dan pemberian 

pelatihan bagi pegawai rutan. 

2. Menyarankan untuk merekrut 

pegawai Rutan yang lebih 

kompeten dan profesional dalam 

melakukan pembinaan terhadap 

anak pidana. 

3. Perlunya penyediaan fasilitas 

yang memadai di Rutan 

Pangkajene 
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